PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 89 TAHUN 2006
TENTANG
PANI TI A URUSAN Pl UTANG NEGARA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa untuk neningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas
pengur usan Pi ut ang Negar a, di pandang perl u unt uk
menyenpur nakan bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang

Panitia Urusan Piutang Negara sebagai mana ditetapkan dal am
Keput usan Presiden Nonmor 11 Tahun 1976 tentang Panitia U usan
Pi ut ang Negara dan Badan Urusan Pi utang Negar a.

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nonor 49
Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Uusan Piutang Negara;

bent uk, susunan, dan hal-hal lain tentang Panitia U usan
Pi ut ang Negara harus di atur dengan Peraturan Presiden
C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di maksud pada

huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden
Republ i k I ndonesia tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Mengi ngat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nonor 156, Tanbahan Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Nonor 2104);

3. Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organi sasi dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan
Per at uran Presiden Nonor 62 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik
| ndonesi a sebagai mana tel ah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 80 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN REPUBLIK | NDONESI A TENTANG PAN TIA URUSAN
Pl UTANG NEGARA.

Pasal 1

Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN
adal ah suatu Panitia interdepartenental sebagai mana di naksud dal am
Undang- Undang Nonor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Pi ut ang Negar a.



